BAB IV

ANALISIS ‘URFTERHADAP TRADISI HUTANG DENGAN SISTEM
“BOLOGADAI” DI DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis ‘Urfterhadap Praktik Hutang dengan Sistem Bologadai

‘Urf merupakan salah satu istinbath hukum yang diakui dan dipakai oleh
para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada nasnya. Adapun
‘urf’ merupakan bentuk-bentuk kegiatan manusia, baik berupa perkataan
maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung ajeg
(konsisten) di tengah masyarakat. Sehingga tujuan menjadikan ‘urf sebagai
istinbath hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan
terhadap kehidupan manusia, karena suatu hukum ditetapkan berdasarkan
segala sesuatu yang disenangi dan dikenal oleh masyarakat

Tradisi hutang dengan sistem bologadai yang terjadi di Desa Jotosanur
dapat dikatakan sebagai ‘urf, karena transaksi ini telah menjadi kebiasaan
yang dilakukan sejak lama dan dikenal oleh masyarakat Desa Jotosanur.
Transaksi seperti ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pada saat
membutuhkan uang dengan jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang
singkat. Sehingga transaksi ini merupakan salah satu bentuk toleransi
masyarakat desa Jotosanur dengan memberikan pinjaman uang kepada orang

yang membutuhkan.
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Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam ‘urf yang
terbentuk. Oleh karena itu para ulama menglasifikasikan ‘urf ke dalam
beberapa aspek, diantaranya yaitu:

1. Ditinjau dari segi objeknya

Dari segi ini ‘urfdiklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. ‘Urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan,
sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam
pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” berarti daging sapi,
padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila
seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki
bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging
satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena
kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata
daging pada daging sapi. "'

b. Urf ‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. seperti kebiasaan
memakai pakaian dalam acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan
muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan
transaksi dengan cara tertentu, seperti kebiasaan masyarakat dalam jual
beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa akad

. . SETEET 102
secara jelas, dan biasanya terjadi di pasar swalayan. '°

'“'Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta:Logos Publishing House, 1996), 139.
"2 Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van
Hoeve, 2006), 1480.
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Jika ditinjau dari obyeknya, tradisi hutang dengan sistem bologadai di
Desa Jotosanur termasuk dalam ‘urf ‘amali yaitu kebiasaan masyarakat
yang berkaitan dengan muamalah keperdataan. Seperti halnya kebiasaan
masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan
membayar uang tanpa akad secara jelas. Jual beli seperti ini biasanya
berlaku di pasar swalayan (bay’u al mu’atah)

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jotosanur adalah
kebiasaan melakukan hutang dengan menjadikan pemanfaatan sawah
sebagai jaminan atau yang biasa disebut dengan bologadai. Dalam hal ini,
orang yang membutuhkan uvang mendatangi setiap rumah yang dianggap
mampu di desa, kemudian mengatakan bahwa ia butuh vang sekian dengan
menyuruh pemberi hutang untuk memanfaatkan dan menikmati hasil
sawahnya karena telah memberi uang pinjaman sesuai dengan yang
diinginkan. Mengenai jumlah vang yang dihutangkan tidak sesuai dengan
harga sawah yang diagunkan, hanya berdasarkan permintaan orang yang
berhutang.

Selain itu, pada saat akad juga tidak ada kesepakatan mengenai batas
waktu untuk pengembalian hutang, sehingga orang yang berhutang bisa
mengembalikannya kapanpun sampai ia mampu untuk melunasinya. Selain
itu, pada saat akad tidak ada orang yang menyaksikan transaksi ini serta
tidak tertulis dalam selembar kertas. Transaksi yang terjadi hanya
berdasarkan rasa saling kepercayaan antara penghutang dan pemberi

hutang.
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2. Ditinjau dari segi segi cakupannya, ‘Urfdibagi dua yaitu:

a. ‘Urf ‘am (adat kebiasaan umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku
secara luas di seluruh masyarakat, di seluruh daerah dan pada waktu
tertentu.'” Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan
untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep
termasuk dalam harga jual, tanpa ada akad tersendiri dan biaya
tambahan.

b. ‘Urf khas (adat kebiasaan khusus) adalah kebiasaan yang berlaku secara
khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu saja.'”* Misalnya
mengadakan falal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia
yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan
ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

Jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi hutang dengan sistem
bologadai di Desa Jotosanur termasuk dalam kategori ‘urf khas. Seperti
halnya kebiasaan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia
yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan

ramadan. Kebiasaan ini hanya terjadi di Negara Indonesia, adapun di

negara-negara Islam lain mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri.

Begitu pula dengan transaksi hutang dengan sistem bologadai
merupakan kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat

atau wilayah tertentu, yaitu hanya dilakukan oleh masyarakat Desa

19 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005)
337.
' Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh..., 210.
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Jotosanur dan sekitarnya. Kebiasaan hutang dengan sistem bologadai tidak

dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah lainnya. Jikalau ada hutang

dengan menjadikan pemanfaatan sawah sebagai jaminan, maka dilakukan
dengan cara-cara yang berbeda dan nama yang berbeda pula.

3. Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘Urfdibagi dua yaitu:

a. ‘Urf sahih adalah sesuatu yang dikenal dan tidak bertentangan dengan
dalil syara’, tidak menghalalkan yang hara dan juga tidak membatalkan
yang wajib. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki
memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap
sebagai mas kawin.'"

b. ‘Urf fasid adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun
bertentangan dengan syara’, yaitu menghalalkan yang haram dan
membatalkan yang wajib.'”° Misalnya kebiasaan dalam mencari dana
dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah.

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi hutang dengan sistem
bologadai pada dasarnya termasuk ‘urf sahih, dimana dalam transaksi ini
mengandung unsur tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan.
Yaitu pihak pemberi hutang (murtahin) menghutangi orang yang berhutang
(rahin) dengan sejumlah uang sesuai permintaan rahin. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

"% Abdul Wahhab Khallaf, Zmu Ushulul Figh, Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

1% Jaenal Aripin, Kamus Ushul Figh Dalam Dua Bingkai Ijtihad, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2012), 406.
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“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa....” (Q.S. al-Maidah: 2)

Selain itu jumlah nominal uang yang dipinjam sama dengan jumlah
nominal ketika melunasinya. Sehingga transaksi seperti ini tidak menyalahi
pengertian dari hutang itu sendiri yaitu harta yang diberikan pemberi
hutang (mugrid) kepada penerima hutang (mugtarid) untuk kemudian
dikembalikan kepadanya (muqgrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah
mampu melunasinya.

Selain hal tersebut, praktik bologadai yang dilakukan masyarakat Desa
Jotosanur juga tidak batasan waktu dalam pelunasan. Oleh karena itu
kapanpun rahin melunasi hutangnya maka saat itu pula transaksi bologadai
ini berakhir. Dengan demikian transaksi bologadai ini bisa berlangsung
cukup lama, bahkan bisa jadi orang yang bertransaksi meninggal dunia.
Memang dalam Islam tidak ada batasan waktu dalam hal gadai. Namun,
Allah menganjurkan manusia untuk memberi kelapangan bagi orang yang
berhutang apabila belum mampu melunasi hutangnya sampai ia mampu.
Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:
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Artinya: “dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh hingga ada kelapangan (baginya). Dan menyedekahkan



74

(sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui.”'"’

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya dalam transaksi
hutang tersebut ada jangka waktu yang disepakati, akan tetapi jika pada
saat jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa melunasinya maka diberi
kelapangan sampai ia mampu untuk melunasinya. Sedangkan transaksi
bologadai yang dilakukan masyarakat Desa Jotosanur tidak ada jangka
waktu yang disepakati antara kedua belah pihak, sehingga orang berhutang
bisa saja menyalahgunakannya dengan tidak segera melunasi hutangnya
padahal ia telah mampu. Jadi seharusnya transaksi bologadai harus
ditentukan jangka waktunya, agar lebih jelas waktunya. Namun jika orang
yang berhutang belum mampu untuk melunasinya barulah diberi
kelapangan sampai ia mampu.

Namun, dari segi rukun transaksi bologadai kurang memenuhi
persyaratan dari segi sighat dan marhun. Dari segi sighat tidak boleh
memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Adapun dalam transaksi
bologadai, rahin mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikannya
yaitu pihak murtahin boleh menggunakan dan memanfaatkan sawah yang
dijadikan sebagai marhun tanpa dibatasi dengan jangka waktu. Karena
transaksi bologadai sendiri tidak memiliki batasan waktu. Selain itu biaya
penggunaan sawah dan pemanfaatannya tidak dijelaskan murtahin kepada

rahin. Syarat yang disyaratkan dalam transaksi bologadai ini menurut

107

TIM DISBINTALAD, Al-Quran Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 85.
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ulama Syafi’iyyah merupakan syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan
akad rahn menjadi tidak sah.

Adapun dari segi marhun, transaksi bologadai kurang memenuhi
persyaratan marhun. Diantara beberapa syarat marhun salah satunya yaitu
marhun harus bisa dijual dan nilainya setara dengan jumlah utang.
Sedangkan transaksi bologadai harga agunan tidak sesuai dengan jumlah
hutang, bahkan rata-rata lebih besar daripada jumlah hutang. Oleh karena
itu transaksi bologadai kurang memenuhi persyaratan marhun.

Selain dari segi rukun yang kurang memenuhi persyaratan ada hal lain
yang menjadikan kebiasaan masyarakat Desa Jotosanur menjadi kebiasaan
yang fasid. Hal ini dikarenakan orang yang berhutang atau sebagai rahin
memberikan agunan sebagai penguat hutang. Memang pada dasarnya
memberikan agunan itu diperbolehkan ketika dalam perjalanan, muamalah
tidak secara tunai dan tidak ada juru tulis maupun dalam keadaan yang
lainnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 283:

P
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Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; .....” (Q.S. Al-Bagarah: 283)'®

1% Departemen, Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2008),

60.
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Akan tetapi dalam transaksi hutang dengan sistem bologadai yang
dilakukan di Desa Jotosanur yaitu menjadikan pemanfaatan sawah sebagai
marhun. Sehingga setelah transaksi ini berlaku mengikat antara keduanya,
maka pemanfaatan dan hasilnya dikuasai penuh oleh murtahin sedangkan
rahin selaku pemilik tanah tidak mempunyai hak sama sekali untuk
memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Padahal pada dasarnya yang
berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh marhun
adalah rahin, karena agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan
keuntungan yang didapat dari marhun adalah untuk rahin.'” Sebagaimana
sabda Rasul:

Wb gl 5 12 4 Gl amio e 0B G Y

“Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya,

keuntungan untuknya dan kerugian menjadi tanggungannya.”" '’

Di sisi lain, para ulama ada yang berpendapat bahwa murtahin boleh
memanfaatkan dan menikmati marhun, hanya saja sebatas ongkos
pembiayaan untuk merawatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

yaitu:
e Jeg B3k O3 aily S5k 300 0 5, Gk D73 asiddy 53 ikl
“Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar

dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi
orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”'"!

19 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, ....., 186.
"% Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, Subul as- Salam Syarah Bulughul Maram, Muh.
Isnan, Jil. 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 437.
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Jika melihat praktik transaksi hutang dengan sistem bologadai yang
dilakukan di Desa Jotosanur, maka pengambilan manfaat barang gadai yang
berupa sawah sangat bertentangan dengan hukum Islam. Karena pada
dasarnya kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari marhun adalah
untuk rahin, sedangkan praktik bologadai yang berlangsung di Desa
Jotosanur yaitu kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari marhun
adalah untuk murtahin sepenuhnya.

Namun, murtahin boleh memanfaatkan barang gadai apabila diizinkan
oleh rahin dan sesuai dengan ongkos biaya yang dikeluarkan. Adapun
praktik bologadai yang dilakukan di Desa Jotosanur memang diizinkan oleh
rahin, akan tetapi, jumlah pemanfaatan yang dinikmati oleh murtahin
melebihi ongkos biaya yang dikeluarkannya. Karena yang dilakukan
murtahin adalah memanfaatkan marhun sepenuhnya, sedangkan rahin tidak
berhak sama sekali terhadap marhun sampai mampu melunasi hutang. Ada
ulama yang mengatakan bahwa memanfaatkan marhun termasuk riba
walaupun diizinkan oleh rahin. Karena dalam hal ini izin tersebut lebih
cenderung dalam keadaan terpaksa, khawatir tidak mendapatkan uang.

Sesuai dengan sabda Rasul:

b, 2% Zo4°. g Lo (&

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.”' "2

"' M Nashiruddin al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani, 2007),
182-183
"2 Ibid., 439.
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Praktik hutang dengan sistem bologadai tersebut sudah berlangsung
lama dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat desa Jotosanur yaitu
dengan menjadikan pemanfaatan sawah sebagai jaminan. Jika masyarakat
masih ingin melakukan kebiasaan transaksi ini setidaknya ada formulasi
baru yang lebih baik dalam hal pegambilan manfaat barang gadai yang
sejalan dengan ajaran Islam. Seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan
dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi dalam Islam:

“Barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya
tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi
antara pemilik dan penerima gadai atas kesepakatan bersama. Ada satu
hal amat penting yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi
hak sepenuhnya penerima gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat
dan praktik semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan
dengan ajaran Islam.”'"

Sekiranya formulasi tersebut dipraktikkan di Desa Jotosanur, maka
akad gadai akan menjadi lebih baik dan sejalan dengan ajaran Islam.

Dengan begitu kebiasaan ini bisa tetap dilakukan dan dilestarikan oleh

masyarakat Desa Jotosanur.

B. Analisis ‘Urfterhadap Tradisi Hutang dengan Sistem Bologadai
Para ulama ushul figh menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai
salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. ‘Urf yang bersifat umum baik yang bersifat khusus dan umum maupun

yang bersifat perbuatan dan ucapan. Transaksi bologadai berlaku umum

'3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003),
258
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bagi siapa saja yang menginginkan dan membutuhkan. Namun, biasanya
transaksi bologadai biasanya hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai
sawah, karena yang dijadikan jaminan yaitu pemanfaatan sawah. Hal ini
terjadi karena masyarakat lebih memilih kemudahan, karena tidak ribet
dengan segala administrasi dan surat menyurat yang berhubungan dengan
transaksi tersebut. Sehingga kebanyakan orang yang mempunyai sawah
pernah melakukan transaksi hutang dengan sistem bologadai.

. ‘Urf'telah memasyarakat ketika kasus yang ditetapkan hukumnya muncul.
Tradisi hutang dengan sistem bologadai merupakan hutang dengan
menjadikan manfaat sawah sebagai jaminan penguat hutangnya. Tradisi
tersebut telah terjadi sejak zaman pra kemerdekaan, dan sampai saat ini
masih ada yang melakukan transaksi ini. Bahkan sudah menjadi kebutuhan
bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

. ‘Urf'itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam
suatu transaksi. Transaksi bologadai ini, rahin mengizinkan murtahin untuk
memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan. Dan praktiknya murtahin
memanfaatkan sawahnya sampai rahin bisa melunasinya.

. ‘Urf tidak bertentangan dengan nas. Tradisi hutang dengan sistem
bologadai tersebut bertentangan dengan dalil syara’. Dimana dalil tersebut
tidak membolehkan hutang dengan mengambil manfaat, karena termasuk
riba. Sedangkan transaksi bologadai ini dilakukan dengan mengambil
manfaat sawah yang dijadikan jaminan. Meskipun dibolehkan

memanfaatkan barang gadaian jika diizinkan oleh rahin, namun jumlah
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yang boleh dinikmati hasilnya harus sesuai dengan jumlah ongkos biaya
yang dikeluarkan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tradisi hutang dengan sistem
bologadai telah memenuhi beberapa persyaratan yang dapat diterima sebagai
salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum
syara’. Hutang dengan sistem bologadai memenuhi ketentuan pertama, kedua
dan ketiga. Tradisi ini berlaku umum bagi semua masyarakat Desa Jotosanur
yang mempunyai sawah, telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak masa pra
kemerdekaan dan berlaku seperti yang diungkapkan rahin. Namun, tradisi ini
bertentangan dengan nas.

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan
dengan nas, memang pada dasarnya ‘urf fasid sama sekali tidak diakui
keberadaannya dalam hukum dan ditolak. Namun, ‘urf fasid dapat diakui jika
termasuk darurat atau kebutuhan mereka. Jika hal tersebut bukan termasuk
darurat atau juga bukan termasuk kebutuhan mereka maka akadnya dihukumi
batal dan ‘urftidak dapat diakui.

Hutang dengan sistem bologadai yang dilakukan masyarakat Desa
Jotoanur memang termasuk kebutuhan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Misalnya: orang yang membutuhkan
uang untuk membayar biaya pendaftaran anaknya yang memasuki dunia
pendidikan baru, ia harus hutang vang dengan menjadikan pemanfaatan sawah
sebagai agunan untuk penguat hutang, dan tetap harus mengembalikan uang

yang dihutangnya.
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Apabila transaksi hutang dengan transaksi bologadai tidak dilakukan
masih ada cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun membutuhkan
waktu yang cukup lama untuk memeroleh pinjaman. Sehingga masyarakat
lebih memilih melakukan transaksi bologadai, karena prosesnya yang cukup
cepat dan tidak ribet dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Dengan
mendatangi orang yang dianggap mampu di desa dan mengutarakan
maksudnya untuk hutang uang dan membolehkan kepada pemberi hutang
untuk memanfaatkan sawah yang dijadikan agunan sampai orang tersebut bisa
melunasi hutangnya, maka seketika itu pula orang tersebut dapat memeroleh
uang yang dibutuhkan.

Jadi kebiasaan transaksi hutang dengan sistem bologadai yang dilakukan
di masyarakat Desa Jotosanur, tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam
menetapkan hukum syara’. Meskipun kebutuhan bisa menduduki tingkatan
keterpaksaan dalam kebolehan memeroleh sesuatu yang haram. Namun
transaksi bologadai ini termasuk ‘urf fasid dan bukan termasuk kebutuhan
darurat karena masih ada transaksi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi
kebutuhannya. Transaksi lain yang bisa dilakukan yaitu transaksi sewa
menyewa, namun jika menggunakan transaksi sewa menyewa waktu yang
dibutuhkan untuk mencari orang yang mau melakukannya cukup lama.

Apabila masyarakat Desa Jotosanur masih tetap ingin melakukan
transaksi bologadai, maka harus ada solusi lain yang bisa menjadikan transaksi
ini tetap boleh dilakukan. Yaitu melakukan bagi hasil, dimana penerima gadai

(murtahin) boleh memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang digadaikan,
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namun hanya sesuai dengan jumlah ongkos biaya yang dikeluarkan untuk
memanfaatkan sawahnya dan upah atas memanfaatkannya. Selebihnya harus
diberikan kepada rahin, karena itu merupakan hak rahin. Transaksi bologadai
ini pada dasarnya merupakan akad saling tolong menolong, jadi tidak ada
unsur yang merasa dirugikan atau diuntungkan dengan adanya transaksi ini.
Oleh karena itu apabila ada kelebihan hasil sawah yang digarap penerima
gadai (murtahin), maka harus diberikan kepada orang yang berhak
menerimanya yaitu rahin, supaya rahin tidak merasa dirugikan dan murtahin
tidak merasa diuntungkan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi hutang dengan
sistem bologadai di Desa Jotosanur termasuk ‘urf yang tidak bisa dijadikan
sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara’. Kebiasaan tersebut
termasuk dalam ‘wrf fasid yang tidak diakui kehujjahannya. Namun, apabila
transaksi tersebut dirubah sesuai dengan solusi yang dipaparkan maka
kebiasaan ini bisa menjadi ‘urf yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan
dalam menetapkan hukum syara’. Karena pada dasarnya ‘urf bisa berubah

seiring perkembangan zaman dan tempat.



